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The dominant element of Banjarmasin is water. It comprises various type of rivers and 
canals which form an organic pattern on.the structure of Banjarmasin City. The recent 
discussion on urbanism focuses on water urbanism. The water space and management 
are consider as an important feature which is needed to be integrated in to regulation of 
the city development. This paper discuss the river-based  urbanity transformation in 
Banjarmasin City using historical records. It focuses on conectivity between political and 
economic transformation of Banjarmasin in every era, changing in development orientation 
and reaming distance among cities and the existance of river urbanism. Analysis and 
description are the reflection of urbanity which is derived from the results of observations 
and interviews with various local community figures. The concern on the importance of 
waters space is weaken so quickly. This condition is prooved by the numerous numbers of 
peat moss areas, canals, and rivers which are cultivated into building ground. Eventhough 
public concern on rivers in Banjarmasin is getting bigger but it has not reached the 
regional areas which are connected to Banjarmasin life. Therefore, urban strategic 
planning and long term development which are comprehensive and cover all areas are 
needed in order to avoid disasters caused by waters problems. 






Kota Banjarmasin memiliki elemen yang dominan yaitu air, terdiri atas beragam tipe sungai baik 
sungai besar, anak sungai dan kanal-kanal hingga saluran drainase kota. Sungai dan kanal 
membentuk pola organik pada struktur Kota Banjarmasin. Sungai besar dan anak-anak sungainya 
mengalir dari Utara dan Timur Laut ke arah Barat Daya dan Selatan, menyebabkan Kota Banjarmasin 
dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Sebagian besar anak sungai yang ada di Kota  
Banjarmasin bermuara di sungai Barito atau sungai Martapura. Panjang sungai antara 5 km - 10 km 
dan lebar sungai bervariasi antara 5 m - 60 m. Sungai besar berpola meander pattern, sedangkan 
aliran anak-anak sungai berpola mendaun (dendritic drainage pattern) dari aliran sungai cabang 
menuju sungai utama. Jaringan akses dibentuk secara buatan dengan membangun sejumlah kanal 
tradisional. Terdapat tiga macam kanal tradisional yaitu: Anjir, Handil dan Saka. Ketiganya 
mempunyai fungsi utama sebagai saluran irigasi pertanian dan prasarana transportasi air ke berbagai 
daerah. Terjalinnya akses pada alur sungai, banyak ditemukan elemen arsitektur khas tepi sungai, 
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penyediaan bahan bakar maupun fungsi lainnya; b) titian apung sebagai akses ke darat dari dermaga; 
c) siring sebagai tanggul tanah untuk membatasi batas sungai atau kanal dengan daratan; d) 
konstruksi apung dibangun secara sederhana dengan memanfaatkan batang kayu/di buat rakit.  
Diskusi terkini dalam urbanisme memberikan perhatian lebih terhadap urbanisme perairan. Ruang air 
dan pengelolaannya kembali diperhitungkan sebagai fitur penting yang perlu diintegrasikan dalam 
kebijakan pengembangan kota dan pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk dan tingkat 
kepadatan kota yang semakin tinggi, serta perluasan urbanisasi dan area terbangun semakin 
menggusur dan mengalahkan keberadaan ruang hidrologi dan jalur-jalur air. Akibatnya, apresiasi 
terhadap eksistensi budaya bermukim tepi air yang responsif terhadap ruang perairan semakin 
terdegradasi oleh prioritas pola pembangunan di atas tanah.  
Berkurangnya perhatian terhadap ruang perairan dalam perencanaan kawasan urban ikut 
berkontribusi terhadap peningkatan bencana lingkungan. Selain dipicu oleh bercampurnya dampak 
negatif yang muncul dari peningkatan urbanisasi dan populasi masyarakat urban, tidak terkontrolnya 
peningkatan area terbangun, proses industri yang bertambah dan pandangan politikal ekonomi yang 
dianut suatu kota. Di antara pemicu itu, ideologi yang dianut politikal ekonomi suatu kota dan negara 
berpengaruh dalam mendikte cara suatu kota dalam memutuskan prioritas pola pembangunan yang 
ditempuh. Sikap dan prioritas yang diambil oleh kota ini akan menentukan masa depan keseimbangan 
proporsi ruang kota yang terbangun dan yang dibiarkan tetap alamiah. Melalui politikal ekonomi ini, 
orientasi pembangunan ekonomi ditetapkan dan akhirnya ikut menentukan cara suatu kota 
direncanakan, cara lingkungan fisik kota diproduksi dan cara kota menghadapi tantangan 
permasalahan lingkungan.  
Permasalahan 
Tulisan ini menguraikan pengaruh transformasi politikal ekonomi kota Banjarmasin terhadap proses 
evolusi pembangunan urbanitas di kota Banjarmasin yang berbasis sungai; Rumusan masalahnya 
sebagai berikut: Seperti apakah pengaruh perubahan politikal ekonomi tersebut terhadap pola 
pembangunan fisik yang terjadi dari masa ke masa yang pada akhirnya membentuk sikap pemangku 
kepentingan kota terhadap perlakuan terhadap urbanisme berbasis sungai ?   
 
METODOLOGI 
Metode Refleksi urbanitas ditempuh dengan cara menggabungkan telaah kritis atas catatan sejarah 
urbanitas kota serta hasil observasi dan wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat lokal dalam 
penelitian lapangan yang dilakukan selama tiga minggu bersama tim UN HABITAT Asia, ARCADIS 
dan Water Urbanism Studio Research KU Leuven pada tahun 2015. Hasil refleksi kritis tersebut 
mendasari Analisa Deskripsi Verbal dengan Pendekatan Kualitatif. 
 
TEORI DAN PEMBAHASAN  
A. Pembangunan Dalam Urbanitas Sebagai Hasil Persinggungan Antara Lingkungan, Manusia 
dan Ekonomi 
Urbanisme kota menyimpan catatan sejarah hubungan antara manusia dan lingkungan, baik berupa 
hubungan yang saling menguntungkan maupun hubungan yang merusak. Untuk bertahan hidup, 
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Lingkunganpun dipengaruhi dan mempengaruhi manusia melalui berbagai cara (Boomgard, 1997: 2). 
Untuk bertahan hidup dan memanipulasi alam, manusia pada akhirnya memerlukan interaksi dalam 
jaringan sosial dengan berbagai skala kompleksitas. Karena alam dan produknya memiliki 
keterbatasan dan proses untuk mengolahnya memakan biaya, pola ekonomi yang dianut suatu kota 
atau suatu kawasan urban berperan penting dalam menentukan proses eksploitasi alam. Pola 
ekonomi yang dianut juga menentukan cara pengaturan maupun pola konsumsi dan distribusi 
penggunaan ruang-ruang urban untuk mendukung cara manusia mengeksploitasi alam untuk 
kelangsungan hidupnya (Boomgard, 1997:7). Pesatnya pertumbuhan populasi manusia menyebabkan 
meluas dan memadatnya area urban dimana permukiman penduduk terakumulasi. Perkembangan 
kompleksitas organisasi sosial pun tidak terelakkan sehingga memerlukan proses politik untuk 
mewadahi dinamika pengambilan keputusan kolektif yang terjadi. Semakin padat suatu area urban, 
semakin kompleks pula organisasi sosial dan proses politik yang terjadi. Dalam organisasi sosial yang 
kompleks di area urban, proses politik dan proses ekonomi akan saling berkaitan membentuk sistem 
politikal ekonomi yang beroperasi mengikuti ideologi sosial tertentu yang berkembang di satu masa. 
Rangkaian politikal ekonomi ini mempengaruhi cara pemegang kekuasaan di suatu kawasan 
membentuk tata kelola pemaanfaatan dan pengeksploitasian ruang-ruang lingkungan alamiah (Stern, 
2004:443).  
Dalam organisasi sosial kemasyarakatan yang sudah kompleks, ideologi yang mempengaruhi politikal 
ekonomi yang dianut sistem tata kelola kepemerintahan kota turut mempengaruhi pola pikir 
masyarakat dalam memandang urgensi kesinambungan lingkungan alamiah. Ideologi yang dianut 
sistem politikal ekonomi inilah yang berperan besar mempengaruhi kapasitas suatu kota dan 
masyarakatnya untuk melindungi keberlanjutan lingkungan alamiah suatu kota dari ancaman 
perluasan lingkungan urban yang tidak terkendali (Stern, 2004: 444). Ideologi yang dianut sistem 
politikal ekonomi dan moda produksi ekonomi suatu kota menggambarkan prioritas pembangunan 
yang dijalankan oleh suatu kota (Stern, 2004:444). Ideologi politikal ekonomi tersebut menuntun 
penentuan agenda pembangunan, gaya pembangunan lingkungan terbangun dan pola tata kelola 
yang diprioritaskan oleh suatu kota. Pengalokasian dan pendistribusian ruang-ruang spasial kota, 
pengidentifikasian kebutuhan ruang spasial dan ruang fungsional untuk masa depan suatu kota, dan 
bagaimana proses pembangunan ruang kota akan dijalankan arahnya sangat dipengaruhi oleh pola 
politikal ekonomi yang dianut oleh suatu negara dan kota-kotanya (Odoom, 2016:4). Perubahan 
pandangan politikal ekonomi yang terekam dalam sejarah urbanisasi suatu lingkungan urban ikut 
merubah pendistribusian ruang-ruang kota dan orientasi pembangunan kota tersebut (Odoom, 
2016:5). Perubahan pandangan politikal ekonomi ini turut mempengaruhi pola produksi ruang-ruang 
lingkungan binaan dan ruang terbangun yang ada. Perubahan ini juga mempengaruhi pengelolaan, 
pelestarian dan pendistribusian fungsi ruang-ruang alamiah yang tak terbangun (Odoom, 2016:6).   
B. Sungai dalam Sejarah Transformasi Kota Banjarmasin 
Kawasan Kota Banjarmasin memiliki ciri urbanitas sungai dan budaya permukiman perairan yang 
masih aktif dan kuat. Banjarmasin sebagai kota utama yang terpadat didirikan dan bertumbuh diatas 
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Barito berperan sebagai akses utama transportasi air dan perdagangan besar antar Provinsi dan antar 
kota di Kalimantan maupun ke Jawa dan pulau-pulau lainnya, sungai ini menjadi pendorong utama 
tumbuhnya konsentrasi permukiman di beberapa lokasi strategis di sepanjang tepian sungai ini.  
Sungai Martapura merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Barito menjadi sungai terbesar kedua 
dan sekaligus sungai terpenting kedua yang membelah Kalimantan Selatan dan Kawasan regional 
Banjar Bakula  dari arah Barat ke Timur. Sungai ini menjadi jalur yang menghubungkan kota dan desa 
di pedalaman bagian Timur dengan Banjarmasin dan Sungai Barito. Melalui Sungai Martapura, hasil 
pertanian dan peternakan yang diproduksi oleh masyarakat di pedesaan dibawa ke kota. 
Perdagangan tradisional berlangsung di sepanjang aliran Sungai Martapura maupun di anak-anak 
sungai yang terhubung olehnya hingga mencapai muara, sebagai lokasi pertemuan dengan Sungai 
Barito. Tinjauan sejarah di bawah ini menguraikan pengaruh dinamika perubahan political ekonomi 
yang terjadi di Banjarmasin dari masa sebelum kolonialisme hingga masa kini. 
B.1. Banjarmasin di Masa Pre-kolonial (1526-1869) 
Periode setelah berdirinya kerajaan Banjar tahun 1526, menandai awal berdirinya embrio kota Bandar 
Masih (kemudian berubah menjadi Banjarmasin), yang berlokasi pada muara Cerucuk kapasut sungai 
Kuin-Barito. Fungsi kota menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Banjar; dan tumbuh berbasis maritim 
dengan agama Islam sebagai identitasnya. Pada era ini Banjarmasin berkembang menjadi kota 
dagang, yang ramai dikunjungi berbagai suku dan bangsa. Kebudayaan kota tumbuh sebagai hasil 
proses akulturasi kebudayaan yang dipengaruhi unsur-unsur budaya Melayu, Jawa, Bugis, yang 
bercampur dengan lapisan bawah unsur-unsur kebudayaan Dayak dan orang Bukit. menandai 
perioda pada masa pemerintahan Sultan Adam (tahun1825-1857), dimana perkembangan sistem 
pemerintahan sudah lebih maju, dan mulai tumbuhnya  tata ruang perkotaan pada delta Tatas dan 
terbentuknya tatanan lingkungan arsitektur kapasut alur sungai Martapura; setelah menjadi wilayah 
teritori kolonial Belanda dari kesepakatan kontrak perjanjian kembali dengan kerajaan Banjar tanggal 
4 Mei 1826. Perjanjian ini membagi daerah kota Banjar menjadi dua. Daerah Tatas menjadi pusat 
kegiatan kekuasaan dan administrasi Hindia Belanda baik sipil maupun militer,serta mendirikan 
Benteng Schans van Tuyll. Pada alur sungai Martapura dalam pusat kota, berdiri Pelabuhan 
Banjarmasin, Kantor syahbandar, Kantor VOC, Pasar Baru Kediaman orang Belanda, Fort Tatas dan 
Pasar Lama. Sebelum masa kolonial, Banjarmasin telah berperan sebagai pusat pertemuan berbagai 
aktivitas perdagangan yang digerakkan oleh sungai sebagai akses mobilitas utama. Karena dominasi 
peran sungai di masa ini, pemerintah lokal Kesultanan memilih lokasi dataran delta sungai yang 
terluas untuk mendirikan pusat kesultanannya. Lokasinya tepat di muara salah satu anak sungai yang 
menghubungkan Sungai Martapura dan Barito yang terletak di mulut Sungai Kuin (Andini, 2011: 21-
22).  
Lokasi ini membuat istana dan pusat kesultanan memiliki posisi strategis. Lima penjuru sungai yang 
mengelilinginya menjadi barrier pertahanan alamiah terhadap serangan musuh dari luar. Sungai-
sungai ini juga menyediakan aksesibilitas seluas-luasnya ke berbagai arah dan mempermudah 
mobilitas untuk meninjau kondisi pedesaan (Fong, 1969: 50). Nilai strategis lokasi kesultanan ini juga 
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pelabuhan terdekat di sungai Barito (Schophuys, 1936:30). Di masa ini, hanya sedikit permukiman 
masyarakat biasa yang dibangun di atas tanah. Permukiman pertama bernama Kampung Banjar. 
Sesuai makna nama ‘Banjar’, permukiman ini tertata linier di sepanjang bantaran Sungai Martapura 
dan anak-anak sungainya. Pembentukan kampung ini dirintis oleh pedagang sungai yang 
menambatkan perahunya untuk bertransaksi ataupun untuk menunggu ijin memasuki wilayah 
kesultanan. Secara bertahap, beberapa naungan semi-permanen dibangun di atas pancang kayu ulin 
di sepanjang bantaran sungai sebagai naungan peristirahatan sementara.  
Sekalipun kampung pertama ini terletak di bantaran sungai, formasi pembentukannya masih 
mengikuti daya dukung lingkungan alamiah yang ada. Permukiman ini hanya mengambil ruang di 
sepanjang sungai dalam tingkat kepadatan yang sangat rendah dalam satu deret lapis dan dilengkapi 
tambatan perahu. Pedagang tradisional dapat menambatkan perahunya jika terjadi transaksi, dan 
masing-masing pemilik rumah berkegiatan dengan mengandalkan mobilitas perahu tradisional. 
Sementara itu, porsi lahan darat yang lebih luas tetap terbebas dari permukiman karena didominasi 
lahan gambut dan lapisan tanah lunak yang selalu bergerak dan atau terendam air pasang surut 
(Schophuys, 1936:34). Akan tetapi, mayoritas penduduk lebih memilih bermukim di atas rumah lanting 
yang mengapung di atas sungai karena pengaruh faktor alam dan faktor ekonomi lokal yang 
didominasi oleh mobilitas sungai. Dengan bermukim di atas lanting, fleksibilitas untuk bergerak 
mengikuti sungai didapatkan sehingga aktivitas perdagangan tradisional di atas sungai, kegiatan 
mencari ikan, maupun kegiatan untuk bertukar hasil pertanian pedesaan di sepanjang sungai 
dilakukan secara lebih mudah (Schophuys, 1936:34).  
Pada awalnya strata sosial merupakan akulturasi antara budaya Dayak (pedalaman) dengan budaya 
Melayu (pesisir) dan masuknya ajaran agama Islam. Terkenalnya kota Banjarmasin dalam kemajuan 
perdagangan membuka kehadiran beragam etnis pendatang ke wilayah Kerajaan Banjar  untuk  
berdagang maupun menetap di kota ini.  Kaum pendatang membentuk permukiman komunitas sesuai 
etnisnya di sepanjang kapasut sungai Martapura. Terjalin hubungan dagang, kontak sosial membawa 
adaptasi sosial, kawin campur hingga akulturasi antar warga etnis dan kaum pribumi. Terbentuknya 
strata sosial dari ‘penguasa-pedagang-buruh pendatang-pribumi’ membawa pengaruh pada 
pembentukan lingkungan binaan.  
Banjarmasin di era ini mempunyai tingkat urbanisasi yang masih rendah dan mempunyai struktur 
hubungan sosial dan politik yang masih sederhana. Kesederhanaan struktur sosial politik ini 
mendukung bertahannya dominasi pola ekonomi tradisional yang berbasis agrikultur. Kesederhanaan 
struktur masyarakat dan struktur lokal ekonomi tidak menuntut kemendesakan pembangunan fisik 
yang bersifat masif, sehingga ketaatan pada sensitivitas lingkungan alami pun sangat mempengaruhi 
pola dan gaya bermukiman masyarakat maupun pola pembangunan ruang fisik yang terjadi. Ekonomi 
berbasis agrikultur dan ketaatan pada tuntutan lingkungan alami inilah yang menjadi ‘raison d’etre’ 
bagi formasi permukiman di pusat Banjarmasin maupun di pedesaan di sekeliling Banjarmasin 
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(A)                                                                          (B) 
Gambar 1. Komunitas Etnis di alur sungai Martapura (A) & Permukiman Berbasis Air Banjar 
perpaduan budaya pola tiga-pola empat-ajaran agama Islam (B) pada Masa Pra Kolonial 
Sumber: Karyadi K., 2014 
 
B.2. Banjarmasin di Masa Kolonial (1869-1945) 
Dikembangannya pusat kota lama pada delta Tatas dibawah pemerintah Kolonial Belanda (setelah 
dibubarkannya Kesultanan Banjar tahun 1860); yang membangun struktur ruang perkotaan berpola 
sarang laba-laba yang berkonteks air-darat; ditunjang pembangunan poros jalan-kanal, pelabuhan 
Martapura lama disertai gudang penyimpanan barang dan kantor pelabuhan, rumah Residen dan 
rumah Kapiten Cina. Pembangunan batas wilayah ibukota Banjarmasin dan berkembangnya ruas-
ruas jalan-kanal pada delta Tatas, kampung-kampung etnis, pada kapasut sungai Marta-pura; 
Kampung Melayu, Kampung Alabio,Kampung Pecinan, Kampung Arab, Kampung Bugis. barometer 
perioda status kota setelah berlakunya politik Etis Kolonial Belanda, akibat Pemerintah Hindia 
Belanda tahun 1910 melaksanakan politik liberal dengan pengekstensifan tanah jajahan. Kebijakan ini 
termuat dalam peraturan desentralisasi tahun 1903 yang memungkinkan dibentuk Kota Praja 
(Gemeente), setelah tahun 1905. Realisasi  kebijakan ini berhasil menjadikan  kota Gemeente 
Bandjermasin (1Juli 1919), kota dikelola oleh Gemeenteraad Bandjermasin. Perkembangan 
selanjutnya status kota ini ditingkatkan menjadi ibukota Guverment Borneo (1938); pada peta sudah 
ada batas wilayah ibu kota dan batas teritori pelabuhan Banjarmasin, kepentingan lingkungan, Jalan 
kanal Teluk Dalam dibangun bermuara ke sungai Barito dan jalan-kanal Tepekong-sungai Bilu. 
Rencana pembangunan modernisasi kota Banjarmasin disusun oleh Karsten, tapi terhambat oleh 
kebijakan penguasa. Bentuk pemerintahan kota ini berlangsung hingga tahun 1942. Masuknya 
kolonialisme juga membawa transformasi drastis pada ideologi dan struktur politikal ekonomi 
Banjarmasin dan kawasan regional di sekelilingnya. Penggunaan teknologi baru dan sistem ekonomi 
berbasis kapitalisme industrial diimpor ke Kalimantan untuk mendukung agenda politikal ekonomi 
pemerintah kolonial. Perdagangan berskala besar tumbuh pesat dan diprioritaskan. Komoditas hasil 
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alam tidak lagi dieksploitasi untuk kebutuhan masyarakat lokal, melainkan digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan kawasan lain dan negara pengkoloni (Ahyat, 2012: 1960). Eksploitasi lahan dan sumber 
daya alam untuk kepentingan kapitalisasi yang lebih masif mulai. Eksploitasi ini terwujud dalam 
pengenalan pertanian padi dan pembudidayaan perikanan yang terencana, dimulainya penambangan 
sumber daya alam dan pembukaan sebagian lahan hutan tropis untuk perkebunan kayu industri 
material bangunan (Schophuys, 1936:47). Pola kapitalisme industri ini pun turut mempengaruhi 
prioritas dan motivasi pembangunan kota kolonial di Banjarmasin dan kawasan di sekitarnya. 
Bertambahnya masyarakat asing yang bermukim di Banjarmasin ikut membawa masuknya pola 
penataan permukiman dan desain permukiman berdasarkan tipologi perumahan eropa yang 
umumnya bersifat permanen dan dibangun di daratan. Pusat kota kolonial yang berfungsi sebagai 
konsentrasi permukiman, perdagangan dan pemerintahan didirikan di timur lokasi awal pusat 
















Gambar 2. Poros Barat-Timur Kota Banjarmasin pada Masa Kolonial 
Sumber: Karyadi, 2014 
 
Dua pusat administratif dengan skala yang lebih kecil didirikan di luar Banjarmasin, yaitu Martapura 
dan Banjarbaru. Dua pusat administrative ini dibangun dalam pola grid dan berfungsi sebagai satelit 
bagi Banjarmasin untuk mendekatkan pusat kontrol administrasi ke lokasi-lokasi pertambangan dan 
pertanian yang ada di sekeliling Banjarmasin (Schophuys, 1936:50). Sekalipun kota kolonial mulai 
dibangun di daratan, pentingnya fungsi sungai dan keberadaannya sebagai jalur utama transportasi 
untuk mendistribusikan hasil tambang dan pertanian dari pedalaman menuju ke pelabuhan di Sungai 
Barito masih mendapatkan perhatian. Karenanya, pelabuhanpun diperbesar dan diintegrasikan 
dengan pembangunan kompleks pergudangan baru (Schophuys, 1936:34). Resiko alam terkait 
keberadaan pusat kota yang terkepung oleh sungai juga mendapatkan perhatian khusus. Karenanya, 
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inipun dibangun ulang di dataran delta yang terluas dan tertinggi dengan mengurug tanah setinggi 
satu meter di atas air permukaan sungai (Schophuys, 1936:34).  Permukiman masyarakat lokal belum 
meluas di daratan; dan masih tetap terkonsentrasi di bantaran sungai seperti masa sebelumnya. 
Lahan gambut, hutan dan area pertanian tetap tak terjamah oleh perluasan permukiman (Schophuys, 
1936:34). Lahan suburpun yang tetap dipertahankan untuk pertanian, perkebunan rakyat dan hutan 
lindung.  Sedangkan sebagian lahan yang tidak subur digunakan untuk peternakan, perikanan dan 
berbagai aktivitas pendukung kegiatan agrikultur masyarakat (Schophuys, 1936:34).  
B.3. Banjarmasin di Awal Kemerdekaan  
Perluasan area urban dan area terbangun bertumbuh pesat dan tak terelakkan pasca kemerdekaan. 
Karena kondisi politikal ekonomi negara belum mencapai kestabilan baru, Banjarmasin tidak 
mengalami perubahan besar di masa kepresidenan Sukarno (Andini, 2011: 25). Hanya beberapa 
bangunan peninggalan kolonial mengalami perubahan fungsi mengikuti perubahan kekuasaan dari 
pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan nasional (Hadinata, 2010). Sementara itu, pusat kota 
kolonial tetap menjadi lokus pusat aktivitas kota maupun pusat konsentrasi permukiman yang terpadat 
(Hadinata, 2010).  
Sektor agrikultur masih mendominasi perekonomian lokal sehingga peran sungai Martapura dalam 
perekonomian dan transportasi tetap dominan. Akan tetapi, beberapa jalan perkampungan dan jalan 
setapak baru mulai muncul karena semakin meningkatnya tingkat kepadatan kampung kota dan 
semakin meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir pemerintahan Sukarno. Aktivitas perkampungan 
mulai tumbuh di sepanjang jalan perkampungan yang baru, demikian pula transaksi ekonomi antar 
warga kampung. Akibatnya, beberapa rumah penduduk di sepanjang sungai Martapura mulai 
mengalami modifikasi tipologi. Di masa ini, fasade rumah yang awalnya berorientasi menghadap 
sungai untuk menyambut datangnya perahu mulai menerapkan dua wajah; satu menghadap sungai, 
dan yang lain menghadap jalan perkampungan yang baru (Andini, 2011: 25). Bertumbuhnya jalan 
perkampungan dan munculnya transformasi tipologi fasad menandai mulai bertumbuhnya aktivitas 
dan ekonomi warga berorientasi ke ruang-ruang di daratan. Perlahan tapi pasti, aktivitas di atas tanah 
menggeser aktivitas di atas sungai  
  
Gambar 3. Kanal sebagai backyard 
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B.4. Banjarmasin di Era Orde Baru: Awal Masuknya Ekonomi Neoliberal  
Pengembangan pembangunan kota berbasis Masterplan Repelita; di Era Order Baru yang hingga Era 
kini; struktur lingkungan arsitektur permukiman tepi sungai cenderung di dominasi pembangunan 
berbasis konteks darat untuk menunjang perannya sebagai bagian dari pusat kota Banjarmasin. 
Perubahan pembangunan yang cukup signifikan mengubah wajah kota mulai muncul di masa 
kepresidenan Suharto (Subiyakto, 2005: 351). Politikal ekonomi yang bersifat kapitalis neoliberal 
merasuki dinamika pembangunan kota bersamaan dengan era booming minyak di periode 70’an 
hingga awal 80’an. Karena Kalimantan mengandung sumber minyak dan tambang yang besar, 
eksploitasi minyak bumi dan pertambangan semakin masif. Walaupun Banjarmasin bukanlah 
produsen sumber minyak, Banjarmasin dan provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan tambahan 
sumber ekonomi yang berlipat dari produksi minyak di belahan Kalimantan yang lain karena pusat 
pelabuhan ekspor terbesar di Kalimantan terletak di Banjarmasin. Karena perluasan akses 
transportasi berskala besar semakin dibutuhkan untuk mendistribusikan hasil minyak dan 
pertambangan dari berbagai belahan Kalimantan ke pelabuhan Banjarmasin, penambahan 
infrastruktur jalan darat dipandang perlu dikembangkan lebih masif untuk membantu meringankan 
beban transportasi sungai. Pembangunan infrastruktur jalan antar kota dan antar provinsi sangat 
diprioritaskan karena campurtangan dominasi kepentingan bisnis lingkaran terdekat keluarga 
penguasa negeri di masa itu (Subiyakto, 2005: 352; Kusno, 2000:122). Masifnya pembangunan 
infrastruktur jalan darat ini memicu maraknya pembangunan permukiman berorientasi jalan di daratan. 
Dua ruas jalan utama penghubung antar kota dan antar provinsi dibangun; jalan pertama dibangun 
mengikuti arah aliran sungai Martapura, sebagai penghubung kota-kota dan pedesaan di wilayah 
utara Kalimantan Selatan ke Banjarmasin. Jalan yang lain dibangun di belahan selatan Kalimantan 
Selatan, untuk menghubungkan Bandar udara, kota-kota dan pedesaan di wilayah selatan provinsi ini 
ke Banjarmasin. Adanya infrastruktur jalan darat ini mempercepat akses dan mobilitas antarkota, 
namun membawa konsekuensi meningkatnya kepadatan kendaraan bermotor yang melintas di 
sepanjang jalan yang tersedia.  
Peningkatan penggunaan jalan darat dan kendaraan bermotor untuk mobilitas manusia dan 
komoditas ekonomi secara bertahap mulai memecah dominasi fungsi sungai Martapura dan anak 
sungainya sebagai jaringan transportasi utama kawasan regional ini (Subiyakto, 2005: 352). Selain 
menyebabkan beralihnya fungsi jaringan transportasi utama ke infrastruktur jalan darat, pembangunan 
yang digerakkan pola neoliberal ekonomi di masa ini juga mengubah urban lansekap Banjarmasin dari 
tipologi kota kompak menjadi kota yang semakin melebar dan menyebar mendekati batas teritori kota.  
Perputaran kapital yang semakin besar yang digerakkan oleh perdagangan skala besar dan ekspor-
impor hasil tambang mulai melibatkan jaringan ekonomi nasional maupun internasional. Transaksi 
dan aktivitas ekonomi dengan pola ini membutuhkan infrastruktur bangunan fisik untuk menunjukkan 
eksistensi identitas masing-masing kelompok bisnis dan untuk menaungi operasi aktivitas bisnis yang 
berlangsung. Akibatnya, pusat kota lama dan ruang-ruang sepanjang jalan utama Banjarmasin 
semakin padat karena pertambahan bangunan-bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai 
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bangunan penunjang aktivitas bisnis lainnya (Andini, 2011: 24). Tipologi bangunan ini sepenuhnya 
menanggalkan perhitungan akan hadirnya sungai dan kondisi natural lahan gambut yang sangat 
rentan. 
Pertambahan bangunan penunjang bisnis dan fasilitas servis ini juga memperkenalkan tipologi 
arsitektur baru yang turut digunakan untuk menampilkan citra hadirnya modernisasi dan 
pembangunan di ibukota provinsi Kalimantan ini. Citra modernisasi melalui wajah bangunan 
penunjang bisnis ini ikut dieksploitasi sebagai bukti terwujudnya ide retoris tentang hadirnya 
pembangunan yang sering dikampanyekan oleh administrasi kepresidenan di masa ini.   
Selain itu, munculnya koridor pusat bisnis modern di sepanjang jalan utama Banjarmasin ikut 
mendorong pergeseran orientasi profesi penduduk Banjarmasin. Semakin banyak masyarakat yang 
memilih menanggalkan pekerjaan tradisional yang berbasis agrikultur dan perairan, dan memilih 
beralih mengambil pekerjaan-pekerjaan formal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan 
perdagangan modern. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan terkait agrikultur tertinggal di pedesaan dan 
digerakkan oleh masyarakat tradisional di luar kota Banjarmasin. Karena pergeseran orientasi politikal 
ekonomi yang terjadi di era ini, pusat kota mengalami peningkatan kepadatan. Di saat yang sama, 
perluasan area permukiman juga terjadi secara cepat.  Pemilihan lahan permukiman tidak lagi 
mempertimbangkan kedekatan terhadap sungai dan ketidakstabilan tanah lahan gambut. Hampir 
semua lahan kosong mulai terisi untuk permukiman karena pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal untuk 
menunjang pusat bisnis yang baru. Selain itu, peningkatan aktivitas perdagangan di pelabuhan dan 
bertambahnya penduduk karena urbanisasi dan transmigrasi ikut berkontribusi terhadap meluasnya 
area yang diurug dan dibangun untuk permukiman. Penutupan lahan untuk permukiman juga terjadi di 
sepanjang muka sungai Barito dan Martapura dan mulai menghabiskan lahan bakau dan gambut 
yang ada. Akibatnya, mulut-mulut sungai dan saluran air banyak mengalami penyempitan dan 
penutupan aliran air, atau sepenuhnya tertutup oleh pengurugan proyek perumahan dan sedimentasi 
muara sungai yang bertambah (Andini, 2011: 25).  
Pergeseran ekonomi dan orientasi pekerjaan dari ekonomi berbasis agrikultur dan sungai menjadi 
berbasis aktivitas daratan secara perlahan menjauhkan masyarakat dari kebergantungan dan 
kepedulian terhadap sungai dan kehidupannya. Sekalipun sungai-sungai tetap ada secara fisik, peran 
pentingnya dalam kehidupan keseharian masyarakat semakin berkurang. Di akhir era 90an, hampir 
semua lebar sungai yang melewati Banjarmasin mengalami penyempitan lebar sungai (Andini, 2011: 
25). Pembangunan baru yang berorientasi tanah semakin banyak dibangun, sementara itu jumlah 
rumah lanting mengalami penurunan drastis. Banyak sungai-sungai kecil dan kanal-kanal menghilang 
karena ditutup untuk pembangunan. Di akhir kepemerintahan Suharto, rumah lanting dan pola hidup 
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Gambar 5. Ruko Deret di Kota Banjarmasin 
Sumber: Tata Kota Banjarmasin dalam Karyadi, 2014 
 
B.5. Banjarmasin Pasca Reformasi: Era Desentralisasi  
Pasca gerakan reformasi 1998, sistem desentralisasi baru diberlakukan sejak tahun 2001. Dengan 
berlakunya sistem desentralisasi yang baru, terjadi perubahan besar dalam sistem politik, 
pemerintahan dan tata kelola negara di seluruh Indonesia. Kuasa tata kelola dan keuangan 
pembangunan sepenuhnya diserahkan ke tangan pemerintah kota. Akibatnya, semua kota berusaha 
meningkatkan pendapatan kota dengan memikat investor sebanyak-banyaknya demi kelangsungan 
operasional, manajerial dan pembangunan kota.   
Perubahan sistem politik dan ketatanegaraan ini membawa Banjarmasin berhadapan langsung 
dengan kekuatan ekonomi global yang datang melalui tangan para investor. Ekonomi neoliberal yang 
murni digerakkan market semakin mencengkeram lebih dalam melampaui era sebelumnya (Geenen 
and Derden, 2013:70). Masifnya ekonomi berbasis market di era ini menyebabkan ekonomi dan 
pembangunan berbasis urbanisme sungai mengalami tekanan besar. Ekonomi kota yang sebelumnya 
didominasi peran sungai dan dinamika agrikultur perlahan tergeser oleh moda ekonomi pembangunan 
yang berbasis pencapaian profit kapital dan spekulasi lahan. Infiltrasi investasi baru membawa 
pelaku-pelaku ekonomi baru dari luar Banjarmasin saling tarik-menarik untuk mencari keuntungan 
dengan mengeksploitasi pembangunan Banjarmasin. Pola ekonomi ini memicu tumbuhnya 
pembangunan dan proyek-proyek di kota yang digerakkan oleh spekulasi untuk mendapatkan 
keuntungan finansial sebesar-besarnya. Berbagai proyek fisik berupa pembangunan properti dan real-
estat bermunculan bukan hanya di dalam kota, tapi juga menyebar secara sporadis dalam berbagai 
skala di luar batas kota Banjarmasin.  
Pola pembangunan berbasis spekulasi keuntungan finansial ini melahirkan beraneka ragam tipologi 
bangunan dan area terbangun yang ditiru dari proyek-proyek berorientasi profit yang telah terbangun 
di Jawa tanpa memperhitungkan sensitifitas terhadap eksistensi sungai dan kerentanan 
pembangunan di atas lahan gambut. Proyek-proyek yang dibangun di atas lahan yang luas ini 
diantaranya adalah pembangunan real-estate berpola gated-communities untuk kelas menengah 
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perumahan Ciputra, berdirinya Duta Mall Banjarmasin, berbagai tower hotel bertingkat tinggi dan 
berpuluh-puluh proyek ruko yang dibangun mengikuti jalur jalan yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui 
pola pembangunan ini, eksklusivisme diperkenalkan berdasarkan perbedaan status kemampuan 
ekonomi, dimana hanya masyarakat berpenghasilan menengah keatas mempunyai akses untuk 
memiliki persil di proyek-proyek ini. 
Langgam arsitektur yang diadopsi di berbagai proyek ini umumnya juga meniru fabrikasi ekletik 
langgam arsitektur asing; dimana kehadiran image ini diasosiasikan sebagai simbol progresifitas, 
modernitas, dan kebersihan sebagai manifestasi kualitas permukiman ideal. Akibatnya, rumah-rumah 
lokal yang sebagian dibangun di atas permukaan sungai dengan material sederhana diasosiasikan 
dengan keterbelakangan, ketidaksehatan dan tidak direkomendasikan untuk ruang bermukim modern. 
Ironisnya, masifnya pembangunan proyek-proyek yang menguasai lahan berskala besar ini bukan 
hanya mendominasi setiap bagian pusat kota, tapi juga mengakuisisi wilayah peri-urban antar kota. 
Akibatnya, hampir semua tanah kosong yang ada, termasuk bantaran sungai, lahan pertanian dan 
lahan gambut yang rawan, telah dikuasai oleh investor yang merencanakan berbagai proyek 
spekulatif untuk masa depan. Penguasaan lahan ini berpotensi melampui kapasitas lingkungan 
alamiah yang tersisa untuk dapat menetralisir dampak lingkungan karena beban tutupan lahan di 
masa depan.  
Peran investor ini semakin melebar ke wilayah Banjar Bakula dipicu pertimbangan spekulatif akibat 
pembangunan pusat pemerintahan yang baru di periferi Banjarbaru dan karena pengembangan 
pembangunan bandara menjadi bandara internasional (Water Urbanism Studio Team, 2015:10). Dua 
sebab ini memicu pesatnya spekulasi tanah dan pembangunan proyek fisik berskala besar di 
sepanjang koridor jalan antarkota dan antar provinsi dan mendorong munculnya penguasaan lahan 
yang bersifat lompat katak dan menyebar. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya harga tanah 
secara tak terkendali. Karena dominasi pembangunan berbasis investasi ini, fitur utama Banjarmasin 
dan Banjarbakula yang secara visual didominasi lingkungan sungai dan kultur hidup di atas air 
diletakkan pada prioritas kedua dibawah prioritas kepentingan investor yang datang dalam 
pertimbangan penyusunan planning kota dan penentuan pembangunan proyek-proyek lingkungan 
binaan baru. Pembangunan infrastruktur air dan sungai terkalahkan oleh prioritas atas pembangunan 
proyek dan program infrastruktur daratan. Berkurangnya apresiasi terhadap infrastruktur air dan 
kehidupan air ini tercermin pada tendensi pembangunan fisik baru yang lebih menghasilkan 
perumahan baru dan rumah self-built di atas urugan lahan gambut dan urugan muara sehingga 
menambah kerentanan kota dan kawasan regionalnya terhadap peningkatan potensi banjir.  
Bukti yang paling terlihat lainnya adalah sedang dibangunnya infrastruktur double-ringroad yang 
dibangun untuk mengakomodasi peningkatan kemacetan karena jumlah kendaraan bermotor pribadi 
yang meningkat drastis. Perencanaan infrastruktur jalan ini cenderung bersifat reaktif dan tanpa 
didampingi adanya perencanaan transportasi publik yang komprehensif dan berorientasi kebutuhan 
masa depan. Adanya infrastruktur ini pun diproyeksikan akan menarik investasi proyek-proyek baru di 
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menggusur lahan pertanian padi yang masih produktif dan sebagian lainnya dibangun di atas 
penutupan beberapa kanal air dan sungai kecil yang sebelumnya masih berfungsi.  
 
 
Gambar 6. Kemacetan lalu lintas di sepanjang Sungai Martapura yang membuktikan dominasi 
infrastruktur jalan darat. 
Sumber: Guido Geenen, 2015. 
 
Semakin meningkatnya kampanye tentang keperdulian terhadap keberlangsungan lingkungan hidup 
di seluruh dunia dan meningkatnya bencana alam banjir karena perubahan iklim, kota Banjarmasin 
mulai meningkatkan perhatian akan konsekuensi yang dihadapi kotanya yang dikelilingi sungai dan 
berada di bawah muka permukaan air. Berbagai program untuk mengurangi resiko banjir misalnya 
perbaikan kualitas air, pembesaran dan perbaikan drainase maupun revitalisasi dan normalisasi 
beberapa anak sungai dan kanal air mulai diagendakan melalui kerja sama dengan UN Habitat Asia; 
juga kampanye untuk meningkatkan kedekatan masyarakat dengan sungai kota melalui promosi 
aktivitas-aktivitas rekreasi dan turistik yang diselenggarakan di atas sungai; serta perhatian terhadap 
keberlangsungan pasar apung tradisional. Peningkatan perhatian akan keberlanjutan urbanitas sungai 
ini juga mendapat dukungan dari BAPPENAS yang menyiapkan perencanaan sebuah proyek 
percontohan untuk merevitalisasi salah satu perkampungan air.  
Sayangnya Banjarmasin dan kawasan regional Banjar Bakula yang terkait dengan Banjarmasin belum 
mempunyai agenda perencanaan pembangunan yang saling berkaitan dan disusun secara 
komprehensif. Strategi jangka panjang untuk mengatur pembangunan kawasan ini dalam satu 
keterhubungan masih belum disusun bersama, sementara agenda pembangunan yang disusun 
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Gambar 8. Pertumbuhan urbanisasi berbasis daratan di Banjarmasin 
Sumber: Water Urbanisms Banjarmasin Studio Team KU Leuven, 2015.  
 
Perencanaan pembangunan yang ada belum menempatkan sungai sebagai infrastruktur utama yang 
dijadikan pemandu untuk disinergikan dengan komponen permukiman dan komponen perkotaan 
lainnya. Agenda pembangunan jangka menengah dan panjang yang melingkupi keseluruhan Banjar 
Bakula area dan yang menempatkan sungai sebagai komponen utama program pembangunan 
sangatlah diperlukan untuk menjamin keberlangsungan urbanisme perairan di masa mendatang. 
Tanpa adanya perencanaan jangka panjang berskala regional yang memasukkan komponen sungai 
yang ada sebagai scenario utama pemandu pembangunan infrastruktur lainnya, keberlanjutan 
kehidupan urbanitas ekonomi perairan dan agrikultur yang saat ini tersingkir ke pedesaan dan peri-
urban area secara pasti akan musnah karena tergusur oleh pembangunan berorientasi profit dan 
berbasis ekonomi darat yang telah ada.  
 
KESIMPULAN  
Tinjauan kritis atas sejarah urbanitas Banjarmasin menggambarkan bahwa peran transformasi 
politikal ekonomi dari masa ke masa sangat mempengaruh transformasi pola pembangunan kota ini 
dari sebuah kota yang didominasi oleh peran sungai dan kehidupan berbasis sungai dan aktivitas 
agrikultur menuju ke pola pembangunan di masa kini yang lebih didominasi pembangunan di atas 
daratan dan aktivitas ekonomi yang berbasis keuntungan pasar. Sekalipun keberadaan fisik sungai 
masih terlihat membelah kota ini, perannya dalam keseharian kehidupan masyarakat semakin 
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berkurang. Akibatnya, prioritas atas pembangunan infrastruktur sungai dan kehidupan sungai juga 
berkurang dari agenda perencanaan kota. Respek terhadap ruang air mendapatkan tempat yang 
seimbang di masa lalu ketika urbanisasi berbasis aktivitas politikal ekonomi darat belum mendominasi. 
Hal ini terjadi karena peran sungai dan kanal-kanal kota sangat besar dalam kehidupan masyarakat 
sehari-hari dan dalam dinamika ekonomi dan mobilitas barang maupun orang. Sungai menjadi 
sumber kehidupan sehari-hari masyarakat, lokasinya menjadi pemandu dan penentu orientasi 
penggunaan ruang kota, dan menjadi penentu lokasi dimana permukiman akan didirikan. Peran 
sungai juga mendominasi kehidupan masyarakat yang bersendikan ekonomi agrikultur yang sangat 
bergantung pada sungai sebagai sumber air dan jalur transportasi. Karena itu budaya hidup di 
lingkungan perairan dan budaya bermukim di atas air menjadi budaya yang mengakar dalam pola 
pikir dan pola laku masyarakat.  
Ruang sungai dan air masih menjadi prioritas penting di perencanaan kota Banjarmasin di era kolonial 
sebelum ekspansi urbanisasi dan pembangunan berorientasi infrastruktur jalan menggeser peran 
utama sungai sebagai jalur mobilitas utama kota di keseharian mayoritas masyarakatnya. Akan tetapi, 
perkembangan industrialisasi yang pesat yang disertai pergeseran penggunaan teknologi transportasi 
berbasis jalan dan kendaraan bermotor memicu tumbuhnya pergeseran orientasi menuju aktivitas 
berbasis daratan dan kapitalisasi lahan sejak awal orde baru hingga kini. Setelah politikal ekonomi 
neoliberal yang digerakkan prioritas pembangunan berbasis market mendominasi, urbanisasi semakin 
cepat dan masif. Pembangunan berorientasi infrastruktur jalan dan lahan daratan mendominasi 
hingga mengkolonisasi lingkungan alamiah termasuk lahan gambut dan wilayah perairan. Kondisi 
inilah yang memicu percepatan lepasnya kedekatan antara masyarakat, permukiman, kota dan ruang 
perairan. Perhatian terhadap pentingnya ruang perairan termasuk sungai memudar dengan cepat. 
Kondisi ini semakin nyata terlihat dari semakin banyaknya lahan gambut, kanal-kanal dan sungai yang 
dikuasai untuk pembangunan lahan besar-besaran di kawasan regional. Sekalipun perhatian terhadap 
sungai di Banjarmasin mulai bertumbuh, perhatian ini belum menyebar ke kawasan regional yang 
terhubung dengan kehidupan Banjarmasin. Karena itu, kebutuhan akan strategi perencanaan urban 
dan pembangunan jangka panjang yang bersifat komprehensif dan mencakup keseluruhan area 
mendesak diperlukan agar bencana yang bersumber dari permasalahan perairan di masa depan 
dapat dihindari.  
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